ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI
NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh:
NAMA : EVA FITRI YUANITA
NPM 12141021032
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNGAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr. A.P.)

Q
O

POLITEKNIK

JAKARTA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI
NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh:
NAMA : EVA FITRI YUANITA
NPM : 2141021032
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNGAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

o
d

POLITEKNIK

JAKARTA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN

TAHUN 2024



PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama :  EvaFitri Yuanita

NPM : 2141021032

Program Studi :  Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi :  Manajemen Kebijakan Publik

Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Implementasi Kebijakan Ketahanan

Keluarga Anti Narkoba pada Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia

Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Analysis of the Implementation of the Anti-Drug
Family Resiliencse Policy by the National
Narcotics Board Republic Indonesia

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I Pembimbing I1

(DR. Mala Sondang Silitonga, MA ) (DR. Hamka, MA)

i



Q

O

POLITEKNIK

J A KARTA



Q

O

POLITEKNIK

J A KARTA



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya,
penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Analisis Implementasi Kebijakan
Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Badan Narkotika Nasional”. Tesis ini ditulis dalam
rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik

(M. Tr. A.P) pada Program Magister Terapan, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai

pihak yang telah banyak memberikan andil dalam proses penulisan tesis ini :

1. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA dan Bapak Dr. hamka, MA, selaku dosen
pembimbing yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran dan kontribusi yang
konstruktif untuk proses penulisan tesis ini;

2. Dr. Firman Hadi Rivai, MPA selaku Ketua dosen penguji yang juga memberikan
berbagai masukan dalam penelitian ini;

3. Bapak Prof. Dr. R Luki Karunia, MA selaku Sekretaris dosen penguji yang telah
memberikan masukan dalam menyempurnakan penelitian tesis ini;

4.  Bapak Dr. Edy Sutrisno, M. Si selaku Anggota dosen penguji yang telah
memberikan masukan dalam menyempurnakan penelitian tesis ini;

5. Seluruh dosen pengajar pada Magister Manajemen Kebijakan Publik Politeknik
STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu yang luar biasa selama menjalani
perkuliahan;

6.  Seluruh tenaga kependidikan Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan serta
Bagian Perpustakaan Politekknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu proses
administrasi selama perkuliahan sampai dengan pelaksanaan sidang akhir;

7. Para Narasumber yang berdedikasi di bidang pencegahan bahaya penyalahgunaan
narkoba Deputi Pencegahan BNN RI, Bapak Irjen Pol. Dr. Drs. Richard M.
Nainggolan, SH., MH., Direktur Advokasi BNN RI Bapak Brigjen Pol. Drs.
Jafriedi, MM., Penyuluh Narkoba Ahli Madya Direktorat Advokasi BNN RI, Ibu
Dian Anggraini, SE., M. Si, Rachman Arief, SH, MH, Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Muda Direktorat Hukum Deputi, Miftakhul Khoir, S.Psi,

A\



10.

11.

M.Si, Perencana Ahli Muda BNN RI, Ade Aulia, Programme Director UNODC
Indonesia, Purwoko, M.Si, Koordinator tim P2M BNN Kota Depok, Ibu X, Praktisi
Pencegahan.

Keluarga besar penulis, Bapak Eddy Rusmianto dan Ibu Hj. Fachrunnisa, Ibu
Husnah dan anggota keluarga Bekasi, Mampang dan Malang yang selalu
memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini;

Suami penulis, Khairul Umam S.Pd dan 4 anak-anak sholeh yang juga sedang
berjuang dalam pendidikan, tesis ini bunda angkat sebagai bentuk kasih sayang
bunda membentuk keluarga yang bersinar, bersih narkoba, inshaa allah;

Tim penyuluh madya, muda dan pratama serta tim di Direktorat Advokasi BNN RI
yang telah membantu dalam melaksanakan pengambilan data;

Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungannya baik secara langsung
maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu termasuk

follower #materikaeva.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan para

pihak yang telah membantu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam

penulisan tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara

penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua

pihak sangat diharapkan. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan.

Jakarta, Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Eva Fitri Yuanita

Vi



ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba pada Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia
Eva Fitri Yuanita, Mala Sondang, Hamka
evafitri.bnn@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan upaya yang bersifat holistic dan
saling terintegrasi. Dalam Peraturan Kepala BNN nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis BNN 2020-2024 menyebutkan sasaran program pencegahan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba pada deputi bidang pencegahan dilakukan dengan cara
meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika melalui pelibatan berbagai sektor yang harus disikapi dengan
koordinasi yang kuat baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tujuan pada
penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga
Anti Narkoba di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan data
primer. Informan pada penelitian ini adalah pemangku kebijakan bidang pencegahan serta
praktisi pencegahan yang melaksanakan program ketahanan keluarga bersama BNN baik
di level pusat hingga kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
disimpulkan bahwa penetapan prioritas masalah yang didapatkan adalah ketahanan
keluarga anti narkoba di BNN RI dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan yang
mengadaptasi pencegahan berbasis bukti yang telah teruji secara internasional sehingga
sangat tepat jika hal ini didukung dengan optimalisasi kebijakan ketahanan keluarga anti
narkoba ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan yang
dikeluarkan oleh BNN RI sebagai leading sector dalam upaya pencegahan narkoba
melalui penguatan keluarga.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan; Ketahanan Keluarga Anti Narkoba; Program
Berbasis Bukti.
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ABSTRACT

Analysis of the Implementation of the Anti-Drug Family Resiliencse Policy by the
National Narcotics Board Republic Indonesia
Eva Fitri Yuanita, Mala Sondang, Hamka
evafitri.bnn@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Preventing and controlling drug abuse requires holistic and integrated efforts. In the
Regulation of the Head of BNN number 6 of 2020 concerning the 2020-2024 BNN
Strategic Plan, it is stated that one of the targets of the program for preventing and
eradicating drug abuse and illicit trafficking in deputies in the field of prevention is to be
carried out by increasing the family's deterrence against the bad effects of narcotics abuse
and illicit trafficking through the involvement of various sector that must be addressed
with strong coordination from both the central and regional levels. The aim of this
research is to analyze the implementation of the Anti-Drug Family Resilience Policy at
the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia. This research uses qualitative
methods by conducting interviews, observation and documentation. The data source in
this research uses secondary data and primary data. The informants in this research are
policy makers in the field of prevention and prevention practitioners who implement
family resilience programs with the BNN at both the central and district/city levels.
According to the findings of the analysis, the anti-drug family resilience at BNN RI was
the issue that was prioritized. This was done as an activity program that adapted evidence-
based prevention that had been tested internationally. Therefore, it was very appropriate
if this was supported by optimizing the anti-drug family resilience policy. The National
Narcotics Board of the Republic of Indonesia's anti-drug family resilience policy isn't yet
perfect. One of the reasons is that there is not any statutory or policy regulations issued
by BNN as the leading sector in efforts to prevent drugs through strengthening families.

Keywords: Policy Implementation, Anti-Drug Family Resilience, Prevention, evidence-
based prevention.
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BAB1
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Bulan September 2015 meluncurkan
SDGs. Peluncuran SDGs merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan capaian
agenda global sebelumnya yaitu MDGs (Milennium Development Goals) yang sudah
banyak merubah wajah dunia 15 tahun kearah yang lebih baik. Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah agenda 2030 yang
merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan
kesetaraan ntuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs
diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan
bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". 17 tujuan
dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara—
negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan,
serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan,
perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum)

(Bappenas, 2017).

Untuk mensukseskan pencapaian 17 tujuan SDGs yang dicanangkan oleh negara-
negara di dunia. Indonesia menunjukkan komitmen tinggi yaitu dengan telah
ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017 oleh Presiden,
dan dibentuk tim koordinasi SDGs Nasional di bawah koordinasi Kepala Bappenas (RI,
2017). Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan atau dikenal juga dengan UNODC
bertugas mengawal konvensi-konvensi terkait narkoba, kejahatan dan terorisme serta
protokolnya bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk memerangi tantangan
terkait narkoba dan kejahatan. Bantuan teknis yang diberikan oleh UNODC kepada
negara anggota dalam bentuk bantuan teknis, penelitian dan panduan normatif kepada
mitra bertujuan untuk membantu merandang dan melaksanakan tanggapan yang
komprehensif dan berbasis bukti terhadap ancaman yang kompleks dan saling terkait

yang dihadapi baik di tingkat nasional, regional serta global.



Gambar 1.1 Mandat UNODC “Instrumen-instrumen terkait narkoba,
kejahatan dan terorisme”

Sumber: PGC Meeting UNODC Indonesia, 2024

Badan Narkotika Nasional sebagai leading sector dalam permasalahan
Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
memiliki program tematik Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang merupakan program
prioritas pembangunan nasional yang menjadi salah satu program dalam upaya pemulihan
ekonomi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs) pada tujuan ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera (good
health and well-being).



Perdagangan gelap narkotika terjadi di berbagai negara dunia dengan dinamika
yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut meliputi jenis narkotika yang beredar, kelompok
kejahatan narkotika yang melakukan peredaran, dan modus operandi yang dilakukan.
Perkembangan pasar narkotika di dunia mempengaruhi pola jaringan kejahatan peredaran
narkotika. Tingginya minat narkotika jenis sabu, setelah ganja, membuat peningkatan
produksi sabu dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi permasalahan penyalahgunaan
narkoba yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari trend penyalahgunaan narkoba secara
internasional. Indonesia sendiri adalah pasar narkotika yang penting dunia khususnya

untuk jenis ATS (Amphetamine Type Stimulants).

Sementara itu terkait perkembangan NPS (New Psychoactive Substance) di dunia
berdasarkan data Early Warning Advisory UNODC per Desember 2021 terdapat 1.212
zat psikoaktif baru yang juga menjadi ancaman kesehatan, akan tetapi tidak berada dalam
peraturan Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961 maupun pada Convention on
Psychotropic Substances tahun 1971. Konteks “baru” ini bukan selalu berarti merupakan
zat yang baru karena sebenarnya sudah ada dari beberapa dekade lalu, akan tetapi baru
banyak beredar di masyarakat. Di Indonesia sendiri saat ini peraturan yang menjelaskan
terkait ini adalah Permenkes Nomor 9 dan 10 Tahun 2022 yang mengatur 75 zat baru dari

84 zat yang teridentifikasi masuk ke Indonesia (Kemenkes, 2022b, 2022a).

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas
dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap
narkotika (P4GN) (RI, 2009). Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, BNN
memiliki Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Grand
Design Badan Narkotika Nasional 2018-2045. Dokumen ini merupakan perencanaan
jangka Panjang BNN yang berfokus pada upaya penguatan institusional untuk merespon
perkembangan potensi ancaman kejahatan narkoba di tengah megatrend global yang
sangat cepat. ( (BNN, 2018). Grand Design BNN kemudian menjadi acuan atau rujukan
arah dan kebijakan jangka menengah BNN terkait agenda penguatan institusional dalam

rangka merespon perubahan lingkungan strategis ancaman kejahatan narkoba.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2021, diketahui
bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan penduduk Indonesia pada

rentang usia 15-16 tahun dalam setahun terakhir adalah 1,95 % atau setara dengan
3



3.662.646 jiwa (BNN, 2022). Sementara itu data UNODC mencatat pada tahun 2014
bahwa satu dari dua puluh orang dewasa mengkonsumsi satu jenis narkoba dan
mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 201.400 kasus (UNODC 2016). Pada
tahun 2016, UNODC mencatat bahwa sekitar 13,8 juta (56%) penduduk usia antara 15-
16 telah menggunakan kanabis/ganja (UNODC 2018). Berdasarkan data dari Indonesia
Drugs Report, sepanjang tahun 2021, BNN dan POLRI telah berhasil mengungkap
sejumlah 41.084 kasus dengan jumlah total tersangka 53.405 tersangka (Puslitdatin,
2022). Sepanjang tahun 2021, BNN telah mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba baik
nasional maupun internasional. Jaringan sindikat narkoba internasional yang paling
banyak diungkap berasal dari golden triangle dan golden crescent. BNN juga
mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari hasil

kejahatan narkotika.

Gambar 1.2 Prevalensi Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Sumber: (Puslitdatin, 2022)

Dengan banyaknya jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia, maka BNN
sebagai leading sector penanggulangan permasalahan narkotika telah menyatakan perang

melawan narkoba dengan pendekatan strategi yang komprehensif dengan pendekatan
4



mulai dari lingkungan makro, lingkungan meso hingga lingkungan lingkungan mikro
yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh lingkungan pribadi dan keluarga terhadap
individu. (BNN, 2018).

Seiring berjalannya kebijakan PAGN, Kepala BNN juga mengeluarkan strategi
war on drugs dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba, yaitu soft power approach,
hard power approach dan smart power aprroach (BNN, 2021b). Strategi soft power
approach adalah tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkal
terhadap penyalahgunaan narkoba. Strategi ini menekankan program P4GN pada bidang
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Strategi hard power approach,
merupakan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur
dalam penanganan jaringan sindikat narkoba. Smart power approach adalah
penanggulangan permasalahan narkoba dengan memanfaatkan penggunaan teknologi

informasi dan memaksimalkannya di era digital ini dalam segala aspek PAGN.

Deputi Bidang pencegahan sebagai satuan kerja yang melaksanakan upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang
Pencegahan sebagai rujukan pelaksanaan kinerja kedeputian dengan merujuk kepada
Peraturan Kepala BNN nomor 6 Tahun 2020-2024. Deputi Pencegahan bergerak dalam
sisi demand reduction melalui sasaran strategis program dan kegiatan yang berupaya
untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya
masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk
meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba. Deputi Bidang Pencegahan di tahun 2020 menyusun Petunjuk
Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai petunjuk bagi satuan
kerja vertikal di BNN serta Kementerian /Lembaga guna mendukung implementasi
kebijakan ketahanan keluarga. Dalam petunjuk pelaksanaan ini disebutkan kegiatan
intervensi yang dilakukan dengan sasaran keluarga dapat berupa penyuluhan, seminar,

workshop, peningkatan lifeskills, employee assistance program dan family gathering.



Gambar 1.3 Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur (Persen) 1970 -2040
Sumber: (BPS, 2022)

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia telah
mengalami bonus demografi sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan
memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal
ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat
jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Bonus demografi memberikan peluang yang
besar untuk meningkatkan tingkat perekonomian bangsa apabila dapat dimanfaatkan
dengan optimal. Untuk maksud tersebut, penduduk usia produktif harus berada dalam
kondisi yang prima, yaitu sehat, cerdas, dan produktif. Penduduk usia produktif yang
berkualitas, baik dari sisi pendidikan, karakter, dan kompetensi memiliki peran yang
sangat penting dalam pembangunan nasional karena penduduk usia produktif merupakan
aktor utama pembangunan nasional (BPS, 2022). Peran bidang pencegahan BNN sangat
penting dalam mempersiapkan daya tangkal masyarakat dengan menggunakan

pendekatan mikro melalui lingkungan keluarga di periode bonus demografi ini.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) sebagai salah satu

organisasi internasional narkoba dan kriminal merupakan salah satu organisasi
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internasional pembuat kebijakan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba baik dalam
upaya pencegahan, rehabilitasi maupun pemberantasan yang menjadi rujukan oleh
negara-negara di dunia serta melakukan berbagai riset dan kajian terhadap berbagai
program yang berkaitan dengan narkoba serta criminal lainnya. Dalam bidang
pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, UNODC melakukan riset dan kajian dalam
upaya pencegahan berbasis bukti dengan melakukan intervensi pencegahan bahaya
narkoba untuk keluarga, salah satunya mengembangkan The Strong Families
Programme. Program ini berdampak positif setelah diujicobakan kepada keluarga yang
tinggal di negara dengan latar belakang konflik yaitu Afganistan (UNODC, 2019).
Program untuk keluarga ini kemudian dikembangkan di tahun 2019 menjadi program
berjudul Family United dengan menyasar keluarga yang belum pernah menyalahgunakan
narkoba serta telah dilakukan riset dan kajian oleh UNODC sebagai salah satu program
pencegahan berbasis bukti. Program Family United ini diadaptasi oleh pemerintah
Indonesia melalui BNN RI menjadi program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti

Narkoba.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa
penyalahguna narkoba cenderung memiliki pengetahuan yang cukup terkait dampak
penyalahgunaan narkoba dibanding bukan penyalahguna narkoba. Selain itu, disebutkan
pula bahwa penyalahguna narkoba cenderung memiliki kedekatan emosional dengan
keluarga (orangtua/pasangan) yang lebih rendah dibandingkan dengan penyalahguna
narkoba. Edukasi berbasis keluarga perlu menekankan tidak hanya pentingnya frekuensi
(intensitas) komunikasi dan kedekatan emosi, tetapi juga kualitas interaksi yang dibangun
dalam keluarga, termasuk dalam membentengi keluarga dari bahaya narkoba (BNN,
2022). Lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal kehidupan dari seorang
individu untuk dapat mengambil keputusan, baik itu yang benar maupun yang salah.
Ketika Individu mulai beranjak remaja dan memiliki kehidupan lain di luar keluarga,
peran keluarga menjadi penting untuk membantu melindungi anak dari pengaruh negatif
yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat. Keyakinan bahwa “penyalahgunaan
narkoba” adalah “penyakit keluarga” menunjukkan pentingnya program intervensi yang
melibatkan berbagai elemen pencegahan yang komprehensif, antara lain melibatkan
keluarga/orangtua (Kumpfer, 2014). Intervensi keluarga adalah hal krusial dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tidak ada strategi keluarga terbaik untuk
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pencegahan penyalahgunaan narkoba, tetapi strategi harus disusun untuk

mempertimbangkan kebutuhan budaya (Kumpfer & Alvarado, 1995).

Pentingnya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba mulai dari keluarga
dapat dipahami melalui beberapa aspek kunci. Interaksi awal anak-anak terjadi dalam
keluarga sebelum mereka mulai bersekolah. Keluarga memainkan peran sentral dalam
pembentukan perilaku dan nilai-nilai individu, termasuk dalam hal menghindari
penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor seperti pengasuhan yang gagal atau kurang
terampil, kesulitan kesehatan, dan masalah keuangan, terutama dalam lingkungan yang
terpinggirkan secara sosial-ekonomi atau keluarga yang disfungsional, dapat
mengembangkan kerentanan pada anak-anak. Selain itu, asupan alkohol, nikotin, dan
narkoba selama kehamilan berdampak negatif terhadap perkembangan embrio dan janin.
Keadaan seperti ini dapat menghambat pencapaian kompetensi perkembangan yang
signifikan dan membuat anak rentan terhadap gangguan perilaku di kemudian hari. Upaya
untuk menguatkan ketahanan keluarga anti narkoba mengacu pada kemampuan keluarga
untuk meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba. Ini berarti keluarga memiliki strategi, pengetahuan, dan sumber daya yang
cukup untuk melindungi anggotanya dari bahaya narkoba. Dengan memperkuat
ketahanan keluarga, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung,
di mana anggota keluarga merasa dihargai, dicintai, dan dipahami, sehingga mereka
kurang cenderung mencari pelarian dalam bentuk narkoba. Langkah pencegahan yang
berfokus pada keluarga tidak hanya memberikan perlindungan kepada individu, tetapi

juga membangun komunitas yang lebih sehat dan lebih kuat secara keseluruhan.

Rekomendasi hasil penelitian tentang pertahanan aktif (active defence) dalam
pencegahan peredaran gelap narkotika tahun 2020 mendukung penelitian ini, yaitu BNN
direkomendasikan untuk segera menyusun panduan praktis, bahkan pendampingan-
pendampingan teknis kepada instansi dan aparatur di daerah untuk merumuskan program,

anggaran, dan pelaksanaan program-program P4GN di wilayahnya (BNN, 2021a).

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas menunjukkan adanya kendala
dalam implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba di BNN RI antara lain

sebagai berikut :



. Hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2021, diketahui bahwa
angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan penduduk Indonesia
terdapat pada rentang usia 15-16 tahun dalam setahun terakhir adalah 1,95 % atau
setara dengan 3.662.646 jiwa (BNN, 2022) serta menunjukkan peningkatan
penggunaan pada jenis narkotika jenis baru (NPS).

. Hasil pengukuran indeks ketahanan keluarga anti narkoba tahun 2021
menunjukkan angka 81,43 yang cukup tinggi, sementara data dari Indonesia
Drugs Report oleh BNN dan POLRI, sepanjang tahun 2021, data kasus terkait
penyalahgunaan narkoba sebanyak 41.084 kasus dengan jumlah total tersangka
53.405 tersangka (Puslitdatin, 2022).

. Nilai indeks ketahanan keluarga yang rendah belum menjadi rujukan untuk
pengembangan program ketahanan keluarga bagi pelaksana kegiatan.

. Belum adanya regulasi berupa dokumen nasional kebijakan pencegahan di BNN

terkait ketahanan keluarga anti narkoba.

Tabel 1.1 Tabel Harapan, Kenyataan, Masalah, dan Dampak

Harapan Kenyataan Masalah Dampak
Tercapainya | 1.Hasil penelitian prevalensi | Bidang Daya tangkal
sasaran penyalahgunaan narkoba | pencegahan BNN | masyarakat
strategis adalah 1,95% (BNN, 2022) belum memiliki | terhadap
Bidang 2.Hasil Indeks Ketahanan | standar nasional | pengaruh buruk
Pencegahan Keluarga Anti Narkoba pada | kebijakan penyalahgunaan
dalam tahun 2021~ menunjukkan | pencegahan dan peredaran
Renstra ggglf)l .43 gl Adgglkast penyalahgunaan gelap narkoba
BNN (BNN, narkoba yang | rendah.
2020b). 3.Data hasil ungkapan kasus komprehensif.

sepanjang tahun 2021 BNN
dan POLRI adalah sejumlah
41.084 kasus dengan jumlah
total  tersangka  53.405
tersangka (Puslitdatin, 2022).



C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan ketahanan keluarga pada Deputi Bidang

Pencegahan?

2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba di

Deputi Bidang Pencegahan dapat lebih optimal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan

ini adalah:

1. Untuk menggambarkan implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba
pada Deputi Bidang Pencegahan BNN RI
2. Untuk memperoleh strategi untuk implementasi yang lebih optimal terkait kebijakan

ketahanan keluarga anti narkoba pada Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat dalam pendidikan dan upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan
narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis :

a. Memberikan sumbangan ilmiah dan ilmu pendidikan khususnya pengetahuan
implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba sebagai informasi
tambahan bagi penyusun kebijakan terkait pencegahan narkoba.

b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan optimalisasi

kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba.
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2. Manfaat Praktis :
a) Deputi Bidang Pencegahan: sebagai bahan masukan khususnya terhadap strategi
kebijakan pencegahan yang berbasis bukti serta sebagai rekomendasi untuk

penyusunan standar nasional pencegahan narkoba.

b) Masyarakat : sebagai informasi terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya

penyalahgunaan narkoba berbasis bukti (evidence based prevention,).
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini  mengidentifikasi  faktor-faktor ~yang mempengaruhi
implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba di BNN RI. Implementasi
kebijakan ini didukung oleh beberapa faktor pendukung, namun juga menghadapi
beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan secara
maksimal.

BNN RI memiliki peran strategis dan landasan yang kuat dalam upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba, menjadikan kebijakan ketahanan keluarga anti
narkoba sebagai panduan dan kerangka kerja bagi berbagai pihak. Berikut ini adalah
kesimpulan yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan :

1. Dalam konteks implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba di BNN
RI, faktor-faktor yang mendukung seperti Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan
Target, dan Ketepatan Lingkungan memiliki korelasi langsung dengan dimensi-
dimensi implementasi kebijakan yang diusulkan oleh Richard Matland. Ketepatan
Pelaksanaan yang dilakukan BNN RI dilaksanakan sesuai dengan rencana dan
strategi yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan
secara efektif.

2. Sementara itu, faktor penghambat seperti Ketepatan Kebijakan yang menjadi
salah satu tantangan dalam implementasi, dalam konteks implementasi kebijakan
ketahanan keluarga anti narkoba di BNN RI, penyesuaian kebijakan dengan
situasi aktual di lapangan menjadi kunci dalam mengatasi faktor penghambat dan
memastikan keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa Dimensi
Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan merupakan aspek
yang mendukung implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di
BNN RI sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga
Anti Narkoba di BNN RI antara lain adalah Dimensi Ketepatan kebijakan.
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Strategi prioritas dapat dilakukan oleh BNN RI meliputi pendekatan kebijakan
pencegahan berbasis bukti, koordinasi lintas lembaga dengan mitra internasional
seperti UNODC dan nasional seperti K/L terkait dan organisasi PKK, serta penguatan
sumber daya dan kapasitas pegawai. Strategi lainnya adalah BNN RI perlu
memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan secara efektif untuk pengambilan
keputusan dan perbaikan program. Dengan adanya rencana dukungan anggaran
untuk RPJMN 2025-2029 serta perluasan program melalui kemitraan dengan
organisasi dan kementerian terkait merupakan strategi yang sangat penting untuk
keberlanjutan program. Strategi lainnya adalah penguatan sumber daya manusia dan
anggaran merupakan langkah kunci dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan

keluarga anti narkoba berbasis bukti di BNN RI.

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran yang
dapat dilakukan oleh para pemangku kebijakan di BNN RI adalah sebagai berikut:

a. Dalam konteks kebijakan, direkomendasikan agar BNN RI mengeluarkan
regulasi khusus terkait Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dalam bentuk Instruksi
Presiden yang dapat memperluas jejaring BNN RI dalam menguatkan
pencegahan bahaya narkoba melalui keluarga kepada Kementerian/Lembaga
terkait lainnya, maupun dalam bentuk peraturan badan atau peraturan kepala
BNN RI yang akan menjangkau internal BNN RI khususnya pada level pembina
fungsi dan vertikal kelembagaan BNN RI. Termasuk melakukan diseminasi hasil
analisis implementasi kebijakan ketahanan keluarga anti narkoba yang dilakukan
oleh peneliti yang juga merupakan pegawai dalam satuan kerja pembina fungsi
Deputi Bidang Pencegahan serta komitmen dalam penguatan kebijakan
ketahanan keluarga anti narkoba oleh BNN RI.

b. Penelitian ini juga menyarankan dilakukannya kolaborasi intensif dengan
lembaga pemerintah maupun organisasi lainnya, untuk mengimplementasikan
kebijakan dan program pencegahan narkoba secara terintegrasi. Kolaborasi lintas
sektoral ini akan memperkuat efektivitas, kapasitas dari pelaksana kebijakan serta
penguatan berkelanjutan dalam bidang penelitian, evaluasi, dan implementasi

program pencegahan narkoba berbasis bukti.
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C.

Dalam konteks penelitian yang dapat dilakukan di masa yang akan datang,
diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan
ketahanan keluarga anti narkoba yang dikeluarkan oleh BNN RI bagi Kedeputian
Pencegahan di BNN RI. Serta penelitian yang mengkaji kebijakan pencegahan
narkoba dengan sasaran lainnya seperti lingkungan pendidikan, lingkungan
masyarakat maupun lingkungan kerja sesuai dengan target sasaran pencegahan

oleh BNN RI di masyarakat yang berkaitan dengan pemangku kebijakan lainnya.
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